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ABSTRAK

KUALITAS PELAYANAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BKKB DAN PP KABUPATEN MUKOMUKO

Ilhami

ilhamimukomuko/@ gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang

berbasis gender yang jumiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah
memiliki tanggung jawab memberi pelayanan terhadap penanganan dan
pencegahan terhadap KDRT, dalam hal ini BKKB dab PP Pemda Kabupaten
Mukomuko melalui lembaga P2TP2A yang menangani kasus kasus KDRT..
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU NO0.23/2004 tentang
Penghapusan KDRT ( Pasal 1 ayat 1 ) adalah : “Setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga.”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap
penanganan dan pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko
serta upaya pemerintah dalam mencegahnya. Penelitian ini menggunakan metode
diskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berasal dari informan dan
observasi dilapangan yang berhubungan dengan pelayanan KDRT sedangkan
data sekunder dari wawancara diperoleh dari para informan, yaitu Kepala Badan
KKB & PP Kabupaten Mukomuko serta Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan
standar pelayanan minimal di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko ini
maenunjukkan kualitas pelayanannya masih rendah. Sehingga BKKB dan PP
perlu meningkatkan kooradianasi dan sosialisasi tentang KDRT serta
pemberdayaan ibu rumah tangga agar mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci : Pelayanan, Penanganan, Pencegahan, Kekerasan dalam
Rumah Tangga
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ABSTRACT

QUALITY OF TREATMENT AND PREVENTION OF DOMESTIC
VIOLENCE IN BKKB AND PP Mukomuko

[lhami

ilhamimukomuko/@ gmail.com

Graduate program
open University

Domestic violence (domestic violence) is a gender-based violence, which have
increased from year to year, the government has a responsibility to provide
services for the handling and prevention of domestic violence, in this case BKKB
dab PP Government of Mukomuko through institutions P2TP2A which handles
cases Domestic violence .. Violence in the home (domestic violence) according to
Law N0.23 / 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Article 1, paragraph
1) is: "Every act against someone, especially women misery or suffering physical,
sexual, psychological, and / or negligence of household including threats to
commit acts, coercion or deprivation of liberty unlawfully dalamlingkup
household”. "
This study aims to determine the quality of service for the handling and
prevention of domestic violence in BKKB and PP Mukomuko as well as
government efforts to prevent it. This study uses qualitative descriptive method
using primary data came from informants and field observations related to
domestic violence services from interviews and secondary data obtained from
informants, the Head of KKB & PP Mukomuko and Head of Women
Empowerment. Research shows that low coverage minimum service standards in
BKKB and PP's Mukomuko maenunjukkan quality of services is still low. So
BKKB and PP need to improve kooradianasi and dissemination of domestic
violence and empowering housewives to become economically independent.

Keywords: Care, Treatment, Prevention, Domestic Violence
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BAB 1V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten hasil pemekaran dari
Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran kabupaten ini dilakukan dalam rangka
peningkatan  efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Persetujuan tersebut dituangkan
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang
Persetujuan/Pengesahan Pemekaran Wilayah Eks Kewedanaan Mukomuko
menjadi Kabupaten Mukomuko.

Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diresmikan pada tanggal 23
Mei 2003 dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Mukomuko. Seiring
dengan perkembangan otonomi daerah, kecamatan di Kabupaten Mukomuko
dari semula hanya 5 kecamatan, kini berkembang menjadi 15 kecamatan
definitif, 152 desa dan 3 kelurahan.

BerdasarkanPeraturan Bupati Kabupaten Mukomuko No. 30 Tahun
2009 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten
Mukomuko sangat peduli dengan masyarakatnya, termasuk Badan Koordinasi

Keluarga Berencana dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten
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Mukomukoyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko. Badan Koordinasi Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam
lingkup tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko 2011 - 2015, Badan
Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mukomuko mempunyai Visi “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015~
dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.

2. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan berkualitas pada bidang Keluarga

Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Mewujudkan e-government dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan

peningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).
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5. Meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
6. Mewujudkan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar
Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Tujuan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko berdasarkan dokumen
Rencana Strategis adalah :

1. Mewujudkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia.

2. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan berkualitas pada bidang Keluarga
Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Mewujudkan e-government dengan meningkatkan efektifitas kinerja dan
peningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).

5. Meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan).

6. Mewujudkan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar
Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Pelayanan Keluarga Berencana sebagai wujud dari kegiatan yang
dilaksanakan oleh seorang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
secara efektif dan efisien sehingga mampu merespon dinamika lingkungan
nasional maupun globaltermasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan
masyarakat guna tercapainya penyelenggaraanpembangunan dan pelayanan
publik yang berkualitas dan profesional.

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Mukomuko
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memiliki kekuatan yakni 40 karyawan. Dilihat dari pendidikannya dapat
terlihat 20 karyawan tamatan SMTA, 1| karyawan tamatan strata 2 dan 19
karyawan tamatan strata 1.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan berdiri pada tahun 2009 melalui Peraturan daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2009 dengan Nomenklatur Satuan
Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko. Adapun susunan Organisasi
sebagai berikut:
a. Kepala Badan
b. Sekretaris
-Sub Bagian Umum
-Sub Bagian Kepegawaian
-Sub Bagian Bina Program
c. Bidang Keuangan
-Subbid Anggaran dan Perbendaharaan
- Subbid Pembukuan dan Verifikasi
d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Subbid Operasional, Logistik Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
-Subbid Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Subbid Pemberdayaan Perempuan

- Subbid Perlindungan Anak dan Keluarga
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f. Bidang Penggerakan Masyarakat
- Subbid Institusi, Peran serta dan Pendataan
- Subbid Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

g. Kelompok JabatanFungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Mukomuko mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yakni:

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
Kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan  Perempuan serta melaksanakan kewenangan
dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Budaya sangat berpengaruh terhadap gender termasuk berpengaruh
terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal ini di karenakan adanya nilai,
adat istiadat, bahkan agama dalam masyarakat itu yang mendoktrin bahwa

perempuan itu adalah kaum lemah yang harus dilindungi.
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KDRT dapat juga disebabkan oleh tingkat kehidupan sosial yang rendah di
mana kekerasan dianggap normal dan bukan persoalan publik. Dalam
lingkungan sosial seperti ini setiap orang menerima kekerasan tanpa protes
entah itu pelaku maupun korban kekerasan, walaupun secara alamiah
kekerasan itu ditolak oleh korban. Perlakuan kasar dan tidak adil yang dialami
korban tidak dipertanyakan sebagai masalah sosial, tetapi dikembalikan dalam
ranah rumah tangga. Persoalan KDRT diterima sebagai masalah privat suami
istri sehingga masyarakat tidak perlu ikut campur. Korban yang awalnya
merasakan ketidakadilan pun tidak bisa mengharapkan pertolongan dari pihak
lain. Merasa diperlakukan tidak adil membuat seorang istri bisa merasakan
tekanan dalam hidup berumah tangga, apalagi ketika hal itu diketahui oleh
masyarakat. Korban ini akan menutup diri dan menjadi korban reviktimasi
(korban berulang). Alasannya jika persoalan itu diketahui oleh umum maka
tidak saja suaminya yang dipermalukan tetapi juga istri akan mendapat
pelabelan negatif. Misalnya pandangan yang memandang perempuan korban
kekerasan seksual sebagai orang yang tidak suci (kotor). Oleh karena alasan ini
sering perempuan korban kekerasan lebih memilih bersikap mengalah dan
menerima walau dengan rasa sakit hati. Ketika masyarakat tidak merespon
secara positf, maka korban KDRT pada akhirnya menerima tindakan kekerasan

sebagai hal yang wajar.

Kita mungkin masih mengingat ketika mulai tumbuh remaja, anak perempuan
selalu dicekoki dengan berbagai macam nilai-nilai dan norma kesopanan,

terutama dari pihak ibu.
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Bagi masyarakat Mukomuko, anak perempuan harus memahami apa arti
kesopanan, yang celakanya siapa yang berhak menetapkan standar arti
kesopanan ini pun juga masih rancu. Apakah orang tua pada umumnya, orang
tua perempuan, orang tua laki-laki, atau awalnya hanya didorong oleh orang

tua laki-laki saja.

Masyarakat Mukomuko merupakan masyarakat dengan adat dan budaya yang
sangat patriarkis. Bagi anak perempuan, tidak dibolehkan untuk tertawa lebar
sampai terlihat seluruh giginya, apalagi berteriak-teriak. Sebaliknya, ia harus
duduk manis dan menuruti yang dikatakan ayah ibunya. Ini pun belum cukup.
Lingkungan lebih luas, seperti keluarga besar dan tetangga pun seolah-olah
Jjuga merasa memiliki kewajiban untuk turut serta ‘mendidik’ anak perempuan.
Budaya patriarki inilah yang berperan besar untuk terus menyudutkan
perempuan dengan peran gendernya —yang nampaknya sudah ditentukan
sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang patriarkhal. Dalam
masyarakat, mereka (perempuan) menjadi the second sex (suatu konsep
subordinasi yang terus-menerus dibangun oleh masyarakat patriarki, padahal
Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluknya yang
memiliki kelas kedua dan kehadirannya pun bukan semata-mata sebagai
pelengkap laki-laki), sehingga pada akhirnya perempuan kurang memiliki
akses untuk peningkatan kualitas hidupnya, seperti akses untuk pendidikan,
ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dari pengamatan saya,
hingga sekarang ini, anggapan bahwa anak perempuan kurang berhak atas
pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Mukomuko, terutama

bagi anak perempuan yang kebetulan terlahir dari keluarga menengah ke
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bawah. Bila dalam satu keluarga ini terdapat anak laki-laki dan anak
perempuan, maka prioritas untuk pendidikan tinggi akan diberikan kepada anak
laki-laki, sedangkan untuk perempuan, pendidikan tinggi merupakan sesuatu
yang kondisional, melihat dulu bagaimana kondisi kemampuan keluarga.
Mereka mengatakan, “Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, foh
ujung-ujungnya akan kembali ke dapur juga”. Ada ungkapan-ungkapan
misoginis tradisional Mukomuko, seperti dapur, sumur, kasur, serta
berdandan, melahirkan, dan masak. Kaum perempuan sama sekali tidak
berhak mengurusi masalah-masalah publik, yang (katanya) hanya wilayah laki-
laki. Ataupun yang berujar “suwargo nunut neroko katut” (masuk atau tidaknya
seorang istri ke surga adalah bergantung pada si suami). Suatu ungkapan yang
menegaskan ketidakberpihakan masyarakat akan kebebasan kaum perempuan

untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Lebih jauh lagi, perbedaan gender dan konsep patriarki sering membawa
perempuan ke arah konflik dengan laki-laki, konflik yang semata-mata
menempatkan perempuan ke dalam posisi sebagai korban (victim). Misalnya
dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau yang sekarang ini
telah banyak terjadi, kekerasan dalam pacaran (KDP). Posisi yang (dianggap)
tidak setara, menjadikan perempuan tidak memahami akan hak-haknya dan
menganggap bahwa kekerasan dan pelecehan yang mereka alami merupakan
suatu hal yang wajar, dan bila kekerasan yang mereka alami mengakibatkan
luka fisik dan psikologis yang serius, perempuan cenderung masih memilih
untuk bungkam. Bagi mereka, mengungkapkan peristiwa kekerasan dan

pelecehan merupakan sesuatu yang memalukan dirinya dan (terutama)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



87232.pdf

keluarganya. Tidak mengherankan jika perempuan memikul beban ganda yang
begitu berat, selain harus memikul kehormatan dirinya, ia juga harus

menanggung kehormatan keluarganya.

Pandangan-pandangan yang masih timpang dalam hal perempuan,
tampaknya belum banyak berubah hingga sekarang ini. Dalam ceramah-
ceramah keagamaan, masih banyak ditemui orang-orang yang memiliki latar
konservatisme. Sekedar untuk memberikan contoh mengenai perilaku
perempuan saja, mereka merasa perlu untuk mengungkapkan analogi-analogi

yang berbau misoginis.

Pemikiran yang membebaskan, terutama dengan konsep pengarusutamaan
gender menjadi tuntutan yang mendesak untuk dilakukan. Seluruh masyarakat
harus dididik untuk lebih peka gender, untuk kemudian mengubah sikap dan
pemikiran mereka yang masih berlatar patriarkis. Sedangkan bagai kalangan
akademisi dan gerakan, pembangunan negara yang peka gender merupakan isu
utama yang perlu untuk dikedepankan, agar pembangunan juga memiliki
dampak positif, dan tidak hanya merugikan kaum perempuan seperti yang

selama ini terjadi.

B. Hasil
Hasil yang didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada 20 orang
yang diwawancarai yakni
1. Kualitas pelayanan PencegahandanPenanganan KDRT di BKKB & PP

Kabupaten Mukomuko masih sangat kurang berdasarkan standar
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pelayanan minimal, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan
(terutama samapi ketingkat kabupaten),

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan BKKB& PP dalam pencegahan dan
penanganan KDRT di Kabupaten Mukomuko seperti peningkatan kegiatan
sosilisasi, penganggaran ditingkatkan agar menjamin terlaksananya
kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, menjamin tersedianya
perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Pembahasaan

Berdasarkan Undang-undang Pasal 28 b UU 45, Undang-undang No. 7
Tahun 1948 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap wanita, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
telahmencantumkan SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah, serta
evaluasipelaksanaannya, setelah secara jelas juga dicantumkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan peraturan terkait lainnya. SPM pada penerapannya diharapkan
dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan,

prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan
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personil. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator tim konsultasi
penyusunan SPM bersama Kementerian/Lembaga terkait tentunya akan terus
melakukan koordinasi untuk penyempurnaan peraturan dan kebijakan SPM
yang lebih efisien dan aplikatif sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam
melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan
wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya
yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di
daerah, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target
pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga
memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana
pembiayaan untuk sasaran mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah
Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Pemberdayaan dan
perlindungan anak BKKB dan PP diterapkan pada urusan wajib daerah. Oleh
karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang
berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka
menengah Nasional.

Pemerintahan Pusat bertanggung jawab secara nasional atas
keberhasilan pelaksanaan otonomi, walaupun pelaksanaan operasionalnya
diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian Urusan
pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah

daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era
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desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma,
standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, monitoring,
evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat
berjalan secara optimal.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan
pelayanan public dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan pada
masing-masing SKPD, Penerapan SPM pada Pemerintah daerah Kabupaten
Mukomuko, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
public.

Salah satu maksud dan tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKB dan PP
Kabupaten Mukomuko adalah :

1. Dapat mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKB dan PP

2. Dapat mengetahui kebutuhan biaya pelaksanaan standar pelayanan minimal
pada tiap tahun berlanjut

3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya menurut hasil wawancara Kepala Badan dan Kepala bidang
pemberdayaan perempuan tentang pelayanan terhadap penanganan dan
pencegahan KDRT yaitu :

1. Pandangan dan Penerapan UU KDRT no 23 2004

Kepala Badan KKB dan PP mengatakan bahwa :
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“Betapa pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
yang didasari atas pengalaman kaum perempuan korban kekerasan dafam
rumah tangga, mereka tidak saja mengalami kekerasan fisik tetapi juga
mengalami kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi. Gagasan undang-
undang ini dilandasi berbagai pertimbangan yaitu abahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua bentuk kekerasan.
Sehingga segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga
merupakan pelanggaran HAM. Maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
masyarakat mempunyai kewajiban masing-masing. Kewajiban inilah yang harus
kita jalankan bersama.

Dalam undang-undang tersebut jelas sekali peran-peran aparat penegak hukum
khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan
perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang
utama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari
pengadilan untuk keamanan korban”.

Selanjutnya Kepala bidang pemberdayaan perempuan mengatakan :

“Berikut ini penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang
pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Badan Koordinasi Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko :

a) Menerima laporan

b). Peran kepolisian (Pasal 16-20)
Apabila kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam
rumah tangga, yang pertama dilakukan segera menjelaskan kepada korban
tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan
dan tidak lupa mencatat identitas mereka adan menegaskan bahwa
kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan
sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian dalam melindungi
korban.

¢). Peran pengadifan
Undang-unadang mengatur tentang peran pengadilan memberikan
perlindungan terhadap korban, yaitu mengenai pelaksanaan mekanisme
perintah perlindungan. Dalam memberikan perlindungan kepada korban
aparat penegak hukum dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping adan pembimbing rohani untuk mendampingi
korban.

d). Peran tenaga kesehatan
Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian
petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk memeriksa kesehatan
korban, lalu membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan,
membuat visum et refertum atau surat keterangan medis sehingga bisa
menjadi kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti “.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU N0.23/2004

Pasal 1 ayat 1 s/d 7 undang undang no.23 tahun 2004 menyatakan bahwa :
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1). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan, secara fisik, seksual, psikologis dan melakukan perbuatan,
pemaksaaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

2). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan
oleh negara untuk aamencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
menindak pelaku kekerasan adalam rumah tangga dan melindungi korban
kekerasan dalam rumah tangga.

3). Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau anacaman
kekerasan adalam lingkup rumah tangga.

4).Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluaraga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian,kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5).Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya
penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

6).Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkn oleh pengadilan
untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7).Menteri adalah menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya
dibidang pemberdayaan perempuan.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang sangat
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bersejarah bagi bangsa Indonesia, intinya bagi kaum perempuan dan
kelompok masyarakat lainnya yang memeliki kepedulian terhadap masalah
kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan peraturan
yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah
tangga. Serta lahinya undang-undang ini merupakan bagian penegakan Hak

Asasi Manusia (HAM).

2. Upaya bkkb dan pp terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga
Pemerintah dalam hal ini BKKB dan PP kabupaten Mukomuko memiliki
Bidang Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas melaksanakan
kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam upayaperlindungan anak dan
peningkatan kualitas hidup perempuan serta memberdayakan perempuan
dalam mengelola usahanya. Termasuk di dalamnya upaya terhadap
pencegahan dan penanganan KDRT di wilayah Kabupaten Mukomuko.
Sedangkan program yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan adalah :
1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
a) Kegiatan bimbingan manajemen usaha perempuan
Kegiatan bimbingan usaha perempuan ini untuk perempuan pedesaan
merupakan salah satu program dari bidang Pemberdayaan Perempuan
(PP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sasaran dari
kegiatan ini yaitu perempuan pedesaan, terutama yang tinggal di pedesaan.

Kecenderungan perempuan pedesaan lebih mengandalkan suami atau
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peran laki-laki dalam memperoleh pendapatan. Hal ini disebabkan
beberapa faktor, antara lain : faktor biaya, dimana keterbatasan biaya yang
menyebabkan sebagian besar perempuan tidak dapat melanjutkan
pendidikan, perbedaan gender yang lebih mengutamakan laki-laki
dibandingkan perempuan, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan
perempuan terkadang dianggap lemah. Oleh sebab itu, dengan adanya
pelatihan ini diharapkan semua perempuan tersebut tidak dianggap lemah
karena mereka dapat membantu penghasilan keluarga mereka.

b)Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan
dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu

Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah
salah satu  lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan
khususnya pelayanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang
berbasis kesekretariatan ada di BKKB dan PP dalam bentuk pelayanan
psikososial dan pelayanan hukum, yang meliputi : pelayanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan. P2TP2A memiliki
visi memberikan perlindungan terhadap korban dan atau saksi dari tindak
pidana perdagangan orang, diskriminalisasi dan tindak kekerasa khususnya
terhadap perempuan dan anak.

¢). Sosialisasi KDRT dan penanggulangannya

Sosialisasi KDRT dilakukan melalui pertemuan PKK di tingkat kelurahan.
Hal ini dilakukan dengan tujuén agar masyarakat mengetahui tentang
KDRT sekaligus dapat melakukan pelaporan di tempat yang sesuai apabila

terjadi KDRT di wilayah kerja setempat.
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Sosialisasi KDRT yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Kabupaten
Mukomuko pada akhir tahun 2012, telah diikuti hampir 75 orang peserta
yang terdiri dari kepala desa , kaur, anggota PKK dan tokoh masyarakat.
Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah diharapkan peserta
memahami dan mampu menyampaikan pada masyarakat yang ada di
lingkungan desa masing-masing, tentang Undang-undang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga sehingga akan berdampak pula pada pencegahan
terjadinya KDRT di lingkungan daerah masing-masing.

Menurut Kepala BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko mengatakan dalam

upaya penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga BKKB

dan PP telah melaksanakan beberapa hal antara lain :

1. Menyelenggarakan komunikasi,informasi, dan edukasi tentang
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti iklan dikoran,
lieflet, penyuluhan, dll.

2. Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif,
jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban,
serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada
masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam
rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan.

Dilanjutkan dengan penjelasan Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan bahwa :

“Dengan maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan
merupakan persoalan individu lagi tetapi sudah menjadi persoalan
bangsa, mengingat dampaknya yang terjadi sangat buruk bagi korban,
bukan saja secara fisik tetapi juga secara psykologis. Sosialisasi KDRT
yang sudah dilaksanakan di 15 Kecamatan Kabupaten Mukomuko dari
tahun 2012 s/d tahun 2014, telah diikuti hampir 75 orang peserta yang
terdiri dari kepala desa , BPD, anggota PKK dan tokoh masyarakat.
Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah diharapkan peserta
memahami dan mampu menyampaikan pada masyarakat yang ada di
lingkungan desa masing-masing , tentang Undang-undang Kekerasan
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Dalam Rumah Tangga sehingga akan berdampak pula pada
pencegahan terjadinya KDRT di lingkungan daerah masing-masing”.

Dari data yang ada, kasus KDRT di Kabupaten Mukomuko jumlahnya
tidak terlalu banyak hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di
Kabupaten Mukomuko cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam
rumah tangganya , penyebabnya adalah karena korban atau pelapor tidak
berani melapor karena takut dan malu terhadap peristiwa kekerasan yang
dialaminya diketahui oleh tetangga dan masyarakat umum. Perempun dan
anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih disembunyikan masalahnya,
tidak melaporkan karena takut terjadi dampak yang tidak diinginkan atas
tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan akan ekonomi (biaya hidup
yang cukup tinggi) juga menyebabkan korban memilih tidak melaporkan
peristiwa yang dialaminya itu. Sehingga laporan sering tidak dilanjuti ke
pihak berwajib atau terhenti ditengah jalan karena keinginan korban.
Masyarakat dilingkungan masing-masingpun kurang proaktif melaporkan
terjadinya KDRT terkandang takut dikatakan ikut menacampuri urusan rumah
tangga orang lain .

Menurut Lembaga perawatan psikologi (diakses pada hari selasa, 26 April
2016, pukul 04.20 WiB). Dalam dalam hal ini adalah upaya yang dapat
dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Faktor yg melatarbelakangi terjadinya kdrt

Data statistik lengkap mengenai kasus KDRT di seluruh Indonesia

memangbelum tersedia. Namun, terdapat sejumlah informasi dari LSM

danorganisasi perempuan, khususnya Women's Crisis Centre yang
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khususmenerima pengaduan dan membantu korban kasus KDRT, yang
mengungkap faktatersebut.

Pada saat sekarang ini banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan baik bagi
pemerintah maupun bagi kita sendiri. Dari berbagai data statistik, kian hari
kian waktu angka tindak KDRT di Indonesia semakin tinggi. Banyak usaha
yang dilakukan, namun banyak pula masalah yang dihadapi sehingga utnuk
meminimalisir KDRT masih menjadi pekerjaan besar bagi kita semua pihak.

Perlu diingat oleh kita, bahwa ketika kita masuk dalam masalah yang ada
diranah keluarga, maka kita memasuki wilayah yang cukup sensitif danprivasi.
Mengingat keluarga sebagai bagian terdekat dari korban bukan suatu
yangmudah untuk membuka masalah KDRT secara terbuka dan mendalam.
Setiap orang bagaimanapun juga memiliki wilayah pribadi yang tidak bisa mau
menjadi  konsumsi publik. Oleh karena itu untuk menangani KDRT
memerlukan sikap yang berhati hati dalam menyeselesaikannya.Lingkungan
masyarakat adalah salah satu yang mengontrol keadaan tersebut bagi
tiapindividu.

Begitu pula dalam hidup berumah tangga. Tiap keluarga tidakdapat hidup
sendiri tanpa berdampingan dengan masyarakat luas karena antara satu dengan
yang lain saling membutuhkan. Dalam kasus KDRT ini, maka kita bisa
mengoptimalan peran masayarakat sebagai kontrol sosial adalah sebuah solusi
yang baik.

Keluarga adalah struktur masyarakat terkecil dari suatu negara. Keluarga juga

berfungsisebagai tempat berlindung, berinteriaksi di mana setiap individu
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mendapatkan sebuah rasa aman dan nyaman yang didasarkan pada hubungan
darah. Bermacam kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan
kenyataan yang tidak baik yang membuat fungsi sebuah keluarga tidak
aberjalan dengan baik.

KDRT juga telah ditegaskan sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Hal
ini juga ditegaskan dalam Conventionon the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW)Dalam UU No. 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) disebutkan,
bahwa definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual,psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga™.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman Lain Yang
Kejam ,Tidak Manusiawa dan Merendahkan Martabat Manusia(Resolusi
nomor 39/46,disetujui oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember
1984).Yang di maksud dengan penyiksaan menurut konvensi ini adalah setiap
perbuatan yang di lakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan yang hebat,baik jasmani maupun rohani,pada seseorang untuk
memeperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga
dengan menggancamnya atau memaksa orang itu atau untuk suatu alasan yang
didasarkandiskriminasi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang susah

diselesaikan, disebabkan pada hakekatnya masyarakat menganggap bahwa

masalah kekerasan ini merupakan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri
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oleh orang lain. Pada hal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam
rumah tangga sangat besar dan merupakan masalah sosial yang harus
mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius agar dapat terwujud
kedamaian dalam masyarakat. Perempuan dan anak anak yang menjadi
korban kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai hak akan rasa aman dan
mendapatkan perlindungan dari ancaman serta bebas dari tindak kekerasan
serta perlakuan kasar yang dapat merendahkan derajat dan martabat kaum
perempuan.
Menurut Kepala bidang pemberdayaan perempuan BKKB dan PP
Kabupaten Mukomuko mengatakan bahwa :
“ korban pada umumnya datang melapor dan mengadu hanya mengaku
telah dianiaya tetapi tidak jelas apa penyebabnya sehingga dianiaya.
Walaupun ada korban yang mengatakan bahwa faktor penyebabnya
adalah faktor ekonomidan perselingkuhan sebagai penyebab terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga. Mereka biasanya tidak maumenceritakan
hal sebenarnya mengapa ia dianiaya, sehingga kita secara halus membujuk
korban untuk mengakui dan terkadang polisi hanyamemproses pengaduan
tersebut dan tidak melihat lebih jauh faktor penyebabnya”.
Maka bisa disimpulkan bahwa faktor ekonomi dimaksud adalah masalah
penghasilan dari suami, sehingga seringkali itu menjadi akar masalah
pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan termasuk juga
penelantaran rumah tangga. Kemudian tabel diatas bahwa selain faktor
ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, ada juga faktor lain yaitu perselingkuhan yang menyebabkan
kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik dapat terjadi karena
antara pelaku dan korban selalu ribut atau bertengkar karena adanya

perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya yang

melakukan perselingkuhan. Begitu pun tentang tidak pedulinya suami dengan
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rumah tangganyamenjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang berujung
pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor perilaku juga dapat menjadi
penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku yang tidak baik
seseorang contohnya seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi,
mudah sekali marah, dalam berbicara kasar, suka berjudi, malas bekerja,
pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu, semua sifat tersebut sangat
mudah terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang
disekelilingnya.

Menurut Kepala bidang pemberdayaan perempuan Faktor penyebab
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah

“perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.

Berbagai macam alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya
perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukann oleh suami atau istri
keduanya dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT.Fakor penyebab
terjadinya KDRT berdasarkan laporan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko kekerasan dalam
rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan
penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik bisa terjadi apabila suami tidak peduli lagi dengan istrinya dan
istri selalu mempersoalkan masalah terscbut, selalu marah-marah, cemburu.
Sehingga dapat membuat suaminya emosi untuk bertindak kasar sampai
memukul istri., Demikian pula sebaliknya jika istri yang selingkuh bila suami
mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung

seperti terlebih dahulu klarifikasi dan memperingati istrinya kalau tidak nurut
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larangan suami maka dapat terjadi keributan berujung pada kekerasan fisik
terhadap istri. Hal tersebut juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar
perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak disetuji oleh
keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak
mengindahkan larangan tersebut, sehingga memicu kekerasan fisik.

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi
karenaapabila seorang suami berselingkuh, main judi biasanya melakukan hal-
hal yangdi luar kebiasaannya, seperti tidak memberi nafkah kepada belanja
istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti yang
dikemukan oleh ibu CC bahwa :

“selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuanwalau
suaminya tidak sampai memukul, tetapt suaminya tidak lagi
memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang
mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan
sampaibermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya
termasuk tidakmeninggalkan uang belanja”.

Berdasarkan gambaran yang dikemukan oleh informan tersebut,maka
faktor perselingkuhan sebenarnya banyak mempengaruhi terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga.

Faktor perilaku seseorang juga bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam
rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku
maksudnyakebiasaan buruk yang dimiliki suami contoh: mudah marah, pemain
judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, pelit dan tidak bergaul dengan
lingkungan. Perilaku yang seperti itu sebenarnya dapat menjadi penyebab

apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi schingga seseorang yang

berperilaku tersebut dengan lingkungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



832 pdf

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya
mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti emosi, mudah cemburu,
egois, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak menjalanakan
ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu
terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Sehingga dapat disimpull-(an faktor perselingkuhan yang menjadi penyebab
terbanyak yang mengakibatkan penelantaran rumah tangga dll. Beberapa
penyebab tersebut BKKB dan PP periu adanya bimbingan rumah tangga dalam
hal ini bimbingan rohani kepada korban KDRT maupun masyarakat sekitar
agar tidak terulang lagi dan juga untuk meminimalisir angka KDRT di
Kabupaten Mukomuko.
4. Kualitas Pelayanan terhadap penanganan dan Pencegahan KDRT
Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Soekarwo, 2006: 74) kualitas
pelayanan dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

a. Tangible (bukti langsung), yaitu masyarakat terkesan dengan tampilan
fisik dan tampilan pelayanan yang langsung bisa dirasakan.

Contoh: bangunan fisik sekretariat P2TP2A, kelengkapan fasilitas dan
kebersihannya.

b. Empathy, yaitu sikap dan perilaku yang selalu memperhatikan dan peduli
terhadap kepentingan pelanggan secara individual.

Contoh: adanya kesopanan dan keramahan para petugas dalam menerima
laporan pengaduan korban.

c. Reliable (keandalan), yaitu pemberian pelayanan secara akurat dan dapat
diandalkan sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan prinsip dan standar
pelayanan minimal.

Contoh: persyaratan dan prosedur pelayanan yang tidak berbeli-belit,
sederhana dan mudah dimengerti.

d. Responsive, yaitu sigap dalam memberikan pelayanan.

Contoh: ketanggapan para petugas BKKB dan PP dalam melaksanakan
tugasnya.

€. Assurance, yaitu terjamin kualitas dan keamanannya.

Contoh: tingkat kerahasian masalah yang diungkapkan korban KDRT oleh
petugas yang tidak diragukan.
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Sebelum kita menilai seberapa jauh kualitas pelayanan terhadap
penanganan dan Pencegahan KDRT di BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko,
maka seberapa jauh informan mengetahui tentang kekerasan dalam rumah
tangga Kekerasan merupakan pemukulan, penyiksaan perkosaan dan lain lain,
yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas
tertentu kepada binatang dan harta-benda. Kekerasan adalah pelanggaran hak
azasi manusia. Begitu pula kekerasan terhadap perempuan, kareana hal itu
sudah dilindungi oleh undang undang perlindungan perempuan dan anak.
Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dengan berbagai macam
bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan domestik dan perkosaan hingga
kekerasan dalam rumah tangga. Semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.

Salah satu tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan menurut
pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu didalam
keluarga atau rumah tangga. Bentuk kekerasan yang termasuk didalamnya
adalah kekerasan fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman perbuatan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang,
baik yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Masyarakat pada umumnya mengatakan KDRT adalah melakukan pemukulan,
menendang, bentakan, hardik terhadap salah satu anggota keluarga sampai
melukai fisiknya atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas
diucapakan yang dapat menyebabkan korban sakit hati. Sementara ada juga

sebagian masyarakat lain mengatakan bila hanya terjadi perang mulut biasa
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tidak sampai melukai fisik, hal itu tidak dianggap kekerasan seperti yang
terjadi antara suami isteri, atau orang tua terhadap anak.

Sebenarnya kasus KDRT sering dan banyak terjadi di masyarakat, akan tetapi
tidak banyak korban yang kebanyakan perempuan, mempunyai keberanian
untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Korban kekerasan sering merasa
takut apabila mereka melapor akejadian tersebut, biasanya pelaku akan marah
dan mereka akan mengulangi lagi melakukan kekerasan.

Maka perlu pemahaman dan pengetahuan tentang kekerasan dalam
rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang informan
korban KDRT diantaranya CC menuturkan bahwa arti dari KDRT adalah :
“Pemukulan, tendangan, tamparan yang dilakukan oleh suami. Arti KDRT
adalah kekerasan yang berupa pemukulan, tendangan dan tamparan yang
dilakukan oleh suami terhadap istri”.

Sementara itu KD juga menuturkan bahwa KDRT :

“Tindak kekerasan secara fisik, pemaksaan hubungan seksual, dan sering
memaki maki dengan kata kasar. Arti KDRT adalah tindak kekerasan,
pemaksaan hubungan seksual dan memaki maki dengan kata kasar oleh suami
kepada istri”.

Hal yang sama juga disampaikan RY KDRT adalah :

“Perbuatan terhadap seseorang baik pada anak maupun istri atau suami yang
mengakibatkan penelantaran rumah tangga dan kesengsaraan secara fisik yang
dilakukan oleh istri ataupun suami”.

Selanjutnya KDRT menurut JN adalah :

“Menampar, memukul, berkata kasar, tidak memberi nafkah dan perlakuan
yang tidak senonoh oleh suami sehingga mengakibatkan sakit hati dan tekanan
bathin”.

Berdasarkan ungkapan informan diatas bahwa KDRT adalah tindak

kekerasan secara fisik maupun psikis seperti pemukulan, penamparan, berkata
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kasar dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri, orang
tua terhadap anak yanga dapat mengakibatkan sakit hati dan tekanan bathin.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU NO0.23/2004
tentang Penghapusan KDRT ( Pasal 1 ayat 1 ) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang

berakibattimbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Selain itu berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah
menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap
keluhan para korban.Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut
merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah
disebutkansebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(“CEDAW?”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention
Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or
Punishment (“CAT”).Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan
perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.The European
Convention for the Protection of Human Rights andFundamental Freedoms
(“ECHR”), the American Convention on Human Rights(“ACHR”), bersama
dengan the Inter-American Convention on thePrevention, Punishment and
Eradication of Violence Against Women(“Inter-American Convention on
Violence Against Women”), dan the AfricanCharter on Human and Peoples’

Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang

dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.
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Pengaruh negatif dari KDRT pun sangat besar dan bukan hanya terhadap
hubungan keluarga, tetapi juga berpengaruh pada anggota dalam keluarga yang
ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung
diderita oleh korban perempuan,bisa berlangsung lama dari KDRT akhirnya
membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang
hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Terlepas dari sakit hati perempuan, KDRT juga mengakibatkan hancurnya
hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber
masalah ekonomi dan sosial.

Pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diungkapkan
oleh informan seperti tersebut di atas sejatinya juga ada di tengah-tengah
masyarakat lainnya, kemudian dari hasil wawancara mendalamdapat diketahui
bahwa korban telah menerima lebih dari satu bentuk kekerasan dari suaminya
selama mengarungi berumah tangga. Berikut ini ungkapan mengenai bentuk-
bentuk kekerasan yang mereka alami antaralain :

"dipukul dengan tangan kosong aja sih... bila dia sedang jengkel ngelempar
barang atau ngancurkan baran dan dibantingnya ya tergantung kalo aku bisa
hindar ya ga kena.” (CC: 10 Maret 2016)

"dipukul dengan tangan mba, ditenadang tapi juga kadang dengan apa yang
dipegang itu dia lempar ke saya mba... Pernah mba tapi lebih seringnya tidak
mba karena saya lebih sering cepat menghindar mba kalo dipukul kan saya
tidak tau kapan dia ingin memukul jadi saya lebih bisa untuk mengindar mba,
tapi dilempar saya masih bisa mba." (KD:12 Maret 2016)

Selain kekerasan fisik, informan mengalami pula kekerasan ekonomi dan
penelantaran yang bahkan anak juga amaenjadi korbannya, seperti
diungkapkan oleh informan berikut ini:

“_..pintu dan jendela semua ditutup ga boleh keluar ...dia ambil uang

saya itu 900 ribu untuk main judi, 900 ribu saya untuk masukkan SD
anakku sekalinya dia ambil untuk main judi sampe saya nangis...ya saya
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ndak dibolehkan tidur di rumah itu tidur di emperan sama
anakku... ”(RY: 14 Maret 2016)

Pengakuan korban diatas menunjukkan ada korban yang mengalami kekerasan
ekonomi dan penelantaran rumah tangga, adapula yang mengalami kekerasan
seksual yang diiringi dengan kekerasan fisik. Bila suami saya meminta
berhubungan intim korban selalu mengalami kekerasan seksual.
"setiap dia meminta hubungan seksual ...setiap anu itu dia kepengen
kayak gitu kebanyakan mukul dalam keadaan nangis digitukan, kadang
akadang dalam keadaan haid digitukan.”" (JN: 16 Maret 2016)
Kekerasan seksual (hubungan intim) dalam bentuk apapun yang dialami
perempuan akan mempengaruhi sistem organ reproduksinya. Dari hasil
wawancara ada informan utama yang terbuka mengungkapkan bahwa telah
mengalami kekerasan seksual. Berikut ungkapan mengenai kekerasan seksual
yang dialaminya:
“kalo menyimpang ada sih mba cuman ya mungkin anu kali ya seperti
kalo saya kecapean dan terkadang lagi tak enak badan dipaksa gitu
maksudnya terus iya sih itu sambil jualan-jualan itu kan mba jadi kalo
saya apa saya bilang ga enak badan gitu kan, karna saking kecapeannya

dia sering memaksa walaupun saya sampe badan saya meriang "(SR: 18
Maret 2016)

Pemaksaan dalam hubungan intim yang diterima informan tidak bisa dihindari
karena kekuatan dan kekuasaan akan tubuh istrinya kadang disalahartikan
suami tanpa memperdulikan kondisi istri dan informan utama hanya bisa
pasrah. Seperti pernyataan informan utama berikut:

Ungkapan yang ditauangkan informan di atas mengindikasikan pengalaman
korban mengenai bentuk kekerasan ganda yang dialami berbeda-beda namun
apapun bentuk kekerasan fisik amaupun psikis tersebut jelas pada akhirnya

sangat mempengaruhi psikis korban apalagi kekerasan yang diterima lebih dari
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satu bentuk kekerasan. Kekerasan yang diterima informan merupakan
gabungan bentuk kekerasan yang meliputi bentuk kekerasan fisik, ekonomi,
seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga.
a. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri
seperti yang diungkapkan oleh Heise, 1998 (dalam Yuliati Amperaningsih,
2004:
27), adalah sebagai berikut:
1. Personal History
Misainya, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh
dengankekerasan atau anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya
2. Microsystem
Dominasi figur laki-laki dalam keluarga termasuk figur penguasadan
pengelola kekayaan keluarga, penggunaan alkohol dan konflik-
konflikperkawinan.
3. Exosystem
Status  sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan
pengaruhkenakalan lingkungan
4. Macrosystem
Maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif,

budayapatriakis, dan toleransi terhadap kekerasan.

Faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor
perselingkuhan, ekonomi hal ini diungkap oleh informan. Tingginya

kebutuhan rumah tangga dan banyaknya tuntutan gaya hidup hedonis, serta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



&332 pdf

rendahnya kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam
memenuhinya menjadi fakta tersendiri yang memicu terjadinya kekerasan.
Seperti yang diungkap berikut:
“semua karena uang...ya kerja suami serabutan mba, waktu pertama
nikah itu dia masih ada lah kerjaan- kerjaan panggilan, tapi
belakangan ini sudah tidak ada jadi dia ya gitu... ” (CC: 10 Maret
2016)
“anjing, monyet, lonte gitu...itu paling anu kalo kadang gajinya
tinggal segini 400 padahal gajinya saya tahu ndak kayak gini , kalo
kurang katanya jual diri aja gitu.” (KD: 12 Maret 2016)
Faktor perselingkuhan juga diakui informan juga menjadi penyebab

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Begini ungkapannya:

“...dia teleponan terus sama cewe dengan panggilan beb, sms an
terus sama cewe pake sayang-sayang.” (RY : 14 Maret 2016)

Adapun ini disampaikan oleh informan berikut dimana perselingkuhan

menjadi penyebab kekerasan dengan ungkapan sebagai berikut:
“si istri ini ee...dituduh gitu ya dituduh macem-macem ee...sama si
suami, sedangkan si suami mau menang sendiri dia memang punya
niat untuk menceraikan istri itu sendiri karena dia punya yang lain...”
(JN: 16 Maret 2016)

Menurut penelitian faktor suami yang menjadi penyebab timbulnya

kekerasan. Hal ini terbukti dari pengakuan informan utama berikut ini:
“_..kalau misalnya itu disuruh anu misalnya kayak pecemburuan dan
mudah marah juga sih mba, kalo negur gitu atau ada cowok yang
negur dia marah gitu pulang paling mukul dan nendang kayak gitu
sampe panjang gitu kadang kayak gitu... keluar dari rumah untuk
belanja aja curiga ndak boleh.” (SR : 8 Maret 2016)

Perilaku buruk suami seperti berjudimenggunakan narkoba turut menjadi

pemicu dari terjadinya kekerasan.

Semua penyebab di atas dapat disimpulkan penyebab kekerasan daalam

rumah tangga adalah : bila dilihat permasalahannya kenapa dia mabuk,
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kenapa dia main perempuan ya memang selain daripada moralnya dia sudah
tidak baik si suami itu berhubungan dengan masalah ekonomi itu ternyata
yang mengadu kesini paling besar, ada juga karena masalah gengsi dari
suami tapi itu hanya sedikit saja termasuk masalah terlalu protektif terhadap
istrinya jadi cemburu.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik analisis makna yaitu faktor utama
penyebab terjadinya kekerasan pada korban kekerasan yang dtangani
P2TP2A adalah masalah ekonomi akan tetapi ada pula faktor lain yang
dapat menjadi penyebab diantaranya kebiasaan buruk seperti mabuk-

mabukan, perselingkuhan dan kekuasaan suami terhadap istri atau korban.

b. Penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu terobosan hukum dalam penanganan kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan yaitu melalui undang undang Nomor 23 tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai
peran peran aparat penegak hukum antara lain kepolisian, advokat, dan
peran pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi
korban kekerasan dalam rumah tangga serta peran tenaga kesehatan.
Peran mereka dalam melindungi dan melayani korban juga diatur dalam
Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam rumah tangga.
Menurut  pendapat Harkristuti Harkrisnowo (dalam Achie Sudiarti
Luhulima, 2000:94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani
korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak

kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga
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lebih dapat mencangkupi banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi
dalam perundangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan
perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu
perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan
dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan
medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan
kepercayan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cidera yang
dialaminya dan diberlakunya prosedur khusus dalam lembaga penegak
hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan
dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan
organisasi-organsiasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih
memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.
Dalam hal pelayanan yang berkualitas yang dimaksud adalah kemampuan
yang diberikan BKKB dan PP melaui lembaga P2TP2A kabupaten
Mukomuko dalam memberikan pelayanan kepada korban seaui dengan apa
yang diharapkan.
Untuk mengetahui hal tersebut penulis mewawancarai informan korban
yang pernah mendapat pelayanan, berikut kutipan wawancara :
“kalau saya pernah melapor kekerasan yang saya alami, petugasnya
ramah ramah dan baik, mereka mendengarkan keluhan saya”. (CC:
10 Maret 2016)
Menurut informan yang lain mengungkapkan
“ ..laporan dan curhatan saya diterima dengan baik, kemudian saya
diberi pilihan apa yang dibutuhkan, apakah layanan kesehatan atau

bantuan hukum, keputusan dari saya”. (KD: 12 Maret 2016)

Hal tersebut diungkapkan lagi bahwa :
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....setelah saya melapor saya merasa senang dan nyaman karena di
sana saya dilindungi, padahal awalnya saya bingung nanti saya mau
nginap di mana setelah saya lapor serta rasa was-was, tapi setelah
diberi pendampinagn saya tenang”. (RY: 14 Maret 2016)
Dari hasil wawancara diatas mengenai pelayanan pengaduan ternyata
sudah cukup memuaskan korban dan petugas BKKB dan PP telah
melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ada.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang
Standar pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan
anak korban kekerasan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1
Ketentuan Umum pada Pasal 1 berisi : Standar Pelayanan Minimal yang
selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan Unit
Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan
laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, Penegakan
dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan.
Untuk mengetahui sejauhmana pelayanan penanganan KDRT BKKB dan
PP Kabupaten Mukomuko, penulis melakukan wawancara lebih lanjut
kepada informan sebagai berikut :
“ memang laporan saya diterima dengan baik tapi disaat itu saya
tidak berani pulang ke rumah karena takut suami marah dar: nanti
saya dipukul, saya butuh tempat tinggal sementara namun kata
petugas di P2TP24A BKKB dan PP Mukomuko belum ada rumah
singgah jadi saya terpaksa menginap dirumah saudara” (KD: 12
Maret 2016)

“....Kalau menurut saya kurang puas dengan pelayanan BKKB dan
PP Mukomuko, saya mengalami kekarasan psikis dari suami, anak
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saya terlantar, suami tiadak menafkahi, saya butuh bimbingan
rohani tapi petugasnya tidak ada”. (SR . 8 Maret 2016)

Berdasarkan indikator dan nilat Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara
nasional cakupan layanan rehabilitasi sosial 75 % sedangkan SPM bidang
pemberdayaan perempuan 2015 masih 0 sedangkan untuk bimbingan
rohani juga 75 %, SPM bidang pemberdayaan perempuan 0%. Oleh sebab
itu tidak semua SPM dapat dilaksanakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak tercapai tetapi belum maksimal karen
SPM bidang PP ini berhubungan dengan dinas instansi lain dan juga
menunjukkan masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan KDRT di
lembaga P2TP2A BKKB dan PP Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut
dapat diketahui bahwa rendahnya kualitas pelayanan terhadap penanganan
dan pencegahan KDRT.
Selanjutnya sudah sejauhmana BKKB dan PP Kabupaten
Mukomuko dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
melalui sosialisasi tentang Undang undang no. 23 tahun 20004
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, melalui pertanyaan yang
diajukan kepada informan sebagai berikut :
“sepengetahuan saya tidak pernah mendapat sosialisi itu, saya
diberitahu tetangga bahwa di BKKB dan Pp tempat melaporkan
masalah KDRT dan mereka bisa membantu permasalahan
tersebut” (CC: 10 Maret 2016)

Begitu juga menurut informan yang lain mengatakan :

..... Sangat Jarang, pernah saya mendapatkan sosialisasi 1 kali

dikantor kecamatan, seingat saya di tahun 2013 dari BKKB dan PP
Kabupaten Mukomuko ”.(RY: 14 Maret 2016)
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....... “belum pernah saya mendengar sosialisasi tentang KDRT sama
sekali, saya melapor masalah saya itu dianjurkan dari Kepala
Desa”.(JN: 16 Maret 2016)

Dengan gambaran tersebut dapat dikatakan sosialisasi belum terlaksana

secara maksimal karena sosialisasi yang diadakan baru ditingkat

kecamatan belum sampai diwilayah pedeasaaan.

Selanjutnya menurut Lembaga perawatan psikologi (diakses pada hari
selasa, 26 April 2016, pukul 04.20 WIB). Dalam hal ini adalah upaya yang
dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah :

1).Menyelenggarakan komunikasi,informasi, dan edukasi tentang
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti seminar,
penyuluhan, dll.

2).Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan
tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus
memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat
bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan”.

Setelah melihat dan mendengar fakta dilapangan bahwa sosialisasi yang di

adakan oleh BKKB dan PP masih kurang maksaimal dibandingkan dengan

teori yang ada bahwa masyarakat harus tahu program dan kegiatan yang di

BKKB dan PP khususnya tentang pelayanan terhadap penanganan dan

pencegahan KDRT. Dari hasil wawancara diatas BKKB dan PP sudah

melaksanakan sosialisasi tersebut tapi masih ditingakat kecamatan yang

pesertanya tokoh masyarakat, PKK kecamatan sehingga belum menyentuh

masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini BKKB dan PP harus
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meningkatkan sosialisasi agar semua masyarakat tahu keberadaan dan
tupoksi yang ada di bidang pemberdayaan perempuan yaitu pelayanan

terhadap penanganan dan pencegahan KDRT.
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BAB V
KESIPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan

adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk KDRT yang diterima oleh perempuan berupa kekerasan
fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi bahkan bentuk tersebut
berbarengan terjadinya.

2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi lembaga Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Mukomuko

3. Masih kurangnya sosialisasi tentang KDRT sehingga masyarakat masih
banyak yang belum tahu dengan hal tersebut

4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko selama inii
belum cukup maksimal dalam penanganan KDRT, hal ini tergambar pada
masih rendahnya cakupan standar pelayanan minimal di BKKB dan PP
Kabupaten Mukomuko yaitu :

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu Kabupaten Mukomuko dengan target nasional 100 %,
sedangkan realisasinya baru mencapai nilai 86 %, sehingga belum

mencapai target yang ditetapkan.
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- Cakupan perempuan dan anak dan korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
puskesmas dan rumah sakit mampu tatalaksana KtP/A dan PPT di RS
dengan target nasional 100 %, sedangkan realisasinya baru mencapai
nilai 86 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
di dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, masih jauh dari
target nasional.

- Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
di dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
dengan target nasional 75 %, sedangkan realisasinya 0, pencapaian ini
masih jauh dari harapan.

- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
dengan target nasional 80 %, sedangkan raealisasinya baru mencapai
nilai 64 %, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di BKKB dan

PP Kabupaten Mukomuko masih rendah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43832 paf

B. Saran-saran

1. Program sosialisasi KDRT agar ditingkatkan sampai ke kecamaatan dan
pedesaan. Program KDRT termasuk bagaimana mencegah dan mengatasi
korban KDRT sampai pendampingan korban dan pelaku di bidang agama
yang dilakukan oleh tokoh agama/adat Kabupaten Mukomuko.

2. Perlu adanya koordinasi terhadap jaringan yang bekerja untuk menangani
masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya untuk bimbingan
rohani, dimana KDRT termasuk salah satu dari kekerasan tersebut dan
perlu dibangun rumah shelter untuk korban KDRT.

3. Diperlukan perluasan wilayah jaringan program penanganan kekerasan
terhadap perempuan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat,
LSM, Ormas, dan lain-lain, sehingga tidak hanya terfokus di wilayah yang
mudah dijangkau oleh sarana komunikasi, transportasi dan teknologi,

tetapi menyebar ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh hal-hal tersebut.
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Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Koordinasi
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016

( UNTUK KEPALA BADAN & KABID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN )

Data - data Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda dengan Undang-undang Republik Indonesiaaa
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UU-PKDRT)? Bagaimana pencrapannya di Kabupaten
Mukomuko?

2. Jenis kekerasan apa saja dalam kasus KDRT yang tercatat di BKKB dan
PP Mukomuko? Apa fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang terkait
dg Ps S UU-PKDRT?

3. Bagaimana kerjasama yang dibangun dengan instansi terkait dalam rangka
penanganan KDRT di Mukomuko?

4. Apakah upaya BKKB dan PP dalam menangani KDRT mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun?

5. Menurut anda, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT di
Mukomuko? Apa sosial budaya atau agama dii?

6. Bagaimana upaya penanganan kasus KDRT yang diperankan BKKB dan
PP di Mukomuko? Pelayanannya seperti apa? Pendampingan atau
sosialisasi, dll?

7. Apa saja tugas dari bidang pemberdayaan perempuan di Mukomuko?
Apakah memang ditujukan sebagai cara efektif untuk meminimalisir
angka KDRT?

8. Kaitannya dengan proses pidana, bagaimana cara BKKB dan PP dalam
menangani kasus KDRT yang sudah masuk dalam proses hukum pidana?

9. Apa yang menjadi himbauan BKKB dan PP kepada masyarakat agar
tercipta keharmonisan keluarga sehingga terhindar dari KDRT?
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10. Dilihat dari latar belakang agama, keluarga dengan latar belakang agama
apa yang sering melaporkan KDRT ke BKKB dan PP?

11. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan instansi hukum misalnya
kepolisian, dalam menangani kasus KDRT ini?

( UNTUK INFORMAN KDRT)

1. Bagaimana menurut anda pelayanan BKKB dan PP Kabupaten
Mukomuko terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga?

2. Kekerasan apa yang anda alami dalam masalah kekerasan yang dilakukan
oleh suami anda?

3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
anda?

4. Bagaimana pendapat anda terhadap keramahan petugas dalam memberikan
pelayanan ?

5. Apa anda pernah mendengar sosialisasi yang diadakan oleh BKKB dan PP
Kabupaten Mukomuko?
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